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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik
Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan
tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan
huruf latin:
Xlrj;gf Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif gﬁgﬁbangkan tidak dilambangkan
- ba’ B Be
o ta’ T Te
& sa' S s (dengan titik diatas)
z Jim J Je
ha’ h g?bawa(r:j)engan titik
¢ Kha Kh ka dan ha
> Dal D De
3 Zal 2 zet (dengan titik diatas)
B ra R Er
3 Z Z Zet
o S S Es
o Sy Sy es dan ye
es dengan titik
o Sad s dibawa(h) )




de dengan titik
= Pad |4 dibawa(h) )
L T t te  (dengan titik
' dibawah)
> i ‘ é?éawaﬁo)lengan tik
£ "ain ‘ koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge
= Fa F Ef
é Qaf Q QI
S Kaf K Ka
J Lam L El
¢ M M Em
© Nun N En
S Waw w We
’ he’ Ha Ha
. Hamzah | ' Apostrof
$ Ya Y Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang
terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau
diftong.
Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan
berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

a.

Tanda | Nama Huruf Latin | Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dhammah | U U
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b.  Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:
Tanda Nama E:tril:]f Nama
S Fathahdanya Al a dani
9 Fathahdanwau | Au adanu
Contoh:
Y - Kataba
Jad - Fa’ala
4S5 - 2zukira
Ll - yazhabu
s - su’ila
a8 - kaifa
Js2 - haula
Maddah

Maddah atau vocal

panjang yang lambangnya berupa

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
e Fathah dan alif A A dan garis di
atau ya atas
s Kasrahdanya || P GRS
atas
" Hammah dan U U dan garis di
wau atas
Contoh:
Ju - Qala
) - Rama
d# - Qila
Ta’arbutah
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Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:
a.  Ta’marbutah hidup

Ta’marbutah hidup atau mendapat harakat fathah,
kasrah dan dammabh, tranliterasinya adalah “t”.
b.  Ta’marbutah mati

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
tranliterasinya adalah “h”.
c.  Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha(h).

Contoh:

Jlab & iss - raudah al-atfal
- raudatulatfal

3 55uel) &yl - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul al-

Munawwarah
EEN A - talhah
Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid,
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddahitu.

Contoh:
(Fr} - rabbana
it - nazzala
Bl - al-birr
Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di
bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan
kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

a.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti
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dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
340 - ar-rajulu
NBA - as-sayyidu
oA - as-syamsu

b.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan
dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
P - al-galamu
gl - al-badi’u
Iz - al-jalalu

c.  Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi

dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif.
Contoh:
2341 - an-nau’

Yo

ik - syai’un
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi
ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

°

bes Al o bismillahimajrehawamursaha

laluyasla



10.

NHESIENN] ibrahim al-khalil
ibrahimul-khaliil

Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

Ustd) dazalas Wa ma Muhammadun illa rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam
tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
%y dlll iami  Nasrunminallahiwafathungarib
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi
ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan segala puji bagi Allah

swt., telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya
kepada:

1.

Keluarga tercinta, kedua orang tua dan kakak penulis yang telah
memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi baik secara
material maupun moral untuk selalu semangat dalam menjalani
hidup dan selalu mencoba hal-hal baru serta bangkit ketika gagal;

Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
yang selalu mengajak saya untuk open minded dan terus berpikir
serta survive dalam mencari hal-hal baru dan jalan keluar terhadap
problem dalam kuliah dan memahami materi;

Teman-teman UKM Peradilan Semu 2021 yang telah membantu
saya dalam melangkah dan menyelesaikan step by step kuliah saya,
tak terasa satu tahun yang singkat itu telah memberikan saya
banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa;

Teman-teman Lomba SFNMCC 11l IAIN Pekalongan (2021),
khususnya Mas Yusril, Mas Saif, Om Sofan, Mbak Tyas, Mbak
Nailul, Pak Tum, Mbak Ulfa, dan Mbak Pika yang sudah banyak
membimbing saya dalam belajar materi sidang semu dan belajar
menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang juara;

Sahabat seperjuangan kuliah saya, Septi, Fina, dan Umam yang
selalu memberikan dorongan motivasi dan dukungan untuk selalu
semangat menyelesaikan kuliah;

Teman-teman angkatan yang selalu memberikan saya kesempatan
untuk belajar memahami dan belajar berekpresi melalui diskusi dan
kerja kelompok;

Teman-teman PPL Peradilan di Pengadilan Negeri Batang yang
selalu memberikan feedback kepada saya untuk mengevaluasi diri
saya dan menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin dan selalu
mengajarkanku pembelajaran dan open minded agar bisa lebih
dewasa dalam menjalani kehidupan;

Teman-teman KKN Reguler 2023 Kelompok 5 dan masyarakat
Desa Sembung Kecamatan Banyu Putih yang telah memberikan

Xi



kesempatan kepada saya untuk mengekpresikan diri dan menjadi
mandiri yang lebih dewasa serta bertanggung jawab untuk diri
sendiri maupun orang lain; dan

Jodoh saya yang entah siapa nantinya yang akan dipertemukan
dalam mimpi dan nyataku.

Xii



MOTTO

“Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan”.

QS. Al-Insyiroh: 6

Xiii



ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor
90/PUU-XX1/2023 pada tanggal 21 september 2023. Putusan tersebut
menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan syarat
usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia minimum 40 tahun untuk
calon presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional, asalkan
memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk
mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan
syarat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut sebagai Positive
Legislator dalam memutus perkara, padahal secara normatif
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator, maka
dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-
XX1/2023. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI1/2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai Positive Legislator
dengan menggunakan penafsiran hukum Futuris dan penafsiran
sosiologis terhadap putusan tersebut. Penafsiran ini berorientasi pada
antisipasi atau penyesuaian peristiwva. Mahkamah Konstitusi
berpendapat syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden
harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara
rasional, adil, dan akuntabel. Undang-undang pemilu seharusnya
memberi kesempatan lebih luas kepada pemuda dan milenial dalam
pemilihan umum, sehingga batasan usia untuk calon presiden atau
wakil presiden tidak hanya dilihat dari angka usia semata.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum; Mahkamah konstitusi; Akibat
hukum.
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ABSTRACT

The Constitutional Court issued decision Number 90/PUU-
XX1/2023 on September 21 2023. This decision tested the
constitutionality of Article 169 letter g of Law Number 7 of 2017
concerning General Elections relating to the minimum age
requirements for presidential and vice presidential candidates. The
Constitutional Court ruled that the minimum age requirement of 40
years for presidential and vice presidential candidates was
constitutional, but allowed regional heads under the age of 40 to
nominate themselves as presidential or vice presidential candidates, as
long as they had previously served or were currently serving as
regional heads. In this decision, the Constitutional Court acts as a
Positive Legislator in deciding cases, even though normatively the
authority of the Constitutional Court is as a Negative Legislator,
therefore what is the legal interpretation used by the Constitutional
Court in the Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI1/2023.
Thus, this research aims to analyze the legal interpretation of the
Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI1/2023. The results
of this research show that the Constitutional Court acts as a Positive
Legislator by using a Futurist legal interpretation of the decision. This
interpretation is oriented towards anticipating or adapting to events.
The Constitutional Court is of the opinion that the age requirement for
presidential and vice presidential candidates must provide
opportunities and eliminate restrictions in a rational, fair and
accountable manner. The election law should provide wider
opportunities for young people and millennials in general elections, so
that the age limit for presidential or vice presidential candidates is not
only seen from age numbers alone.

Keywords: Legal Interpretation; Constitutional Court; and Because of
Law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan
kehakiman yang berdiri sendiri untuk menegakkan hukum dan
memperjuangkan keadilan. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 memberi
wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili putusan
tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam menguji
undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan
kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik,
dan memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.?
Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung konstitusi
dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan dan
aspirasi bangsa dan melindungi Konstitusi dari pelanggaran.?
Mahkamah Konstitusi selain itu juga memiliki peran dalam
menafsirkan konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional yang
dijamin oleh konstitusi bagi warga negara, dan menjaga nilai-nilai
demokrasi.?

Tanggal 21 September 2023 yang lalu, Mahkamah konstitusi
mengeluarkan keputusan dengan Nomor 90/PUU-XXI1/2023.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sebagai Positive
Legislator. Adapun pengertian dari Positive Legislator merupakan
Kewenangan untuk merumuskan norma baru dalam Undang-
Undang yang hakikatnya peran ini di pegang oleh Lembaga
Legislatif. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan tersebut telah
memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap
norma yang di uji terkait syarat sebagai calon presiden dan calon

! Ayuk Hardani dan Lita tyesta Listiya Wardani, “Implementasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018” jurnal pembangunan hukum
indonesia Vol. 1 (2019) hlm, 183

2 Heru setiawan, “Mempertimbangkan Constitusional Complaint sebagai
Kewenangan Mahkamah Konstitusi” lex jurnalica volume 14 (2017) hlm, 11

3 Anna Triningsih, “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan
Sosial dalam Pengujian Undang-Undang” jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm.
835
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wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, sehingga norma yang setelah
di uji tersebut ditambah dengan frasa baru menjadi berbunyi
“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah”.*

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum
menyatakan sebagai Negative Legislator. Adapun pengertian
Negative Legislator merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk membatalkan atau menghapus norma hukum yang
bertentangan  dengan  konstitutusi. Mahkamah  Konstitusi
berpendapat bahwa sistem pemerintahan indonesia adalah Sistem
Presidensial (Presidential System) yang didasarkan pada checks and
balances, yaitu kontrol dan keseimbangan antara pemegang
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian Mahkamah
Konstitusi mempertimbangkan terkait open legal policy yang mana
merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan
norma yang tidak tiatur secara tegas dalam UUD 1945, dan
menyatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative
legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang.®

Problem permasalahan disini juga tampak bahwa Mahkamah
Konstitusi dalam putusan sebelumnya yaitu dalam tiga putusan
mahkamah konstitusi nomor 29,51,55/PUU-XX1/2023 bahwa
putusan tersebut sama dalam menguji konstitusionalitas Pasal 169
huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum tetapi mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon
dalam putusan tersebut yang berarti Mahkamah Konstitusi dalam hal
tersebut berperan sebagai Negative Legislator. Berbeda dengan
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI1//2023 yang
Mengabulkan Permohonan pemohon sebagian dan menambahkan

4 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang
pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum”, hal. 58

® Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang
pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum”, hal. 36



3

norma baru dalam pasal tersebut, yang berarti mahkamah Konstitusi
dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berperan sebagai
Positive Legislator.

Terkait problem Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
90/PUU-XXI1/2023, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan
tersebut sebagai Positive Legislator dalam memutus perkara,
padahal secara normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagali
Negative Legislator, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum
yang digunakan olen Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023. Sehingga penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penafsiran
Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada
pasal 169 huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017?

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 90/PUU-XX1/2023?

. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada
pasal 169 huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

2. Menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 90/PUU-XX1/2023.

. Manfaat Penelitian

1. Teoritis, dapat menjadi pedoman untuk para mahasiswa dan
akademisi di bidang hukum nasional, khususnya untuk analisis
penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan mahkamah
konstitusi.

2. Praktis, bermanfaat untuk memberikan analisis serta rekomendasi
dalam membentuk hukum (Law Making) terhadap Mahkamah
Konstitusi terutama mengenai putusan pengujian undang-undang.

. Kerangka Teori
1) Teori Penafsiran Hukum
Ahli hukum dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan bahwa



Penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum yang
memberikan Kklarifikasi terhadap teks undang-undang. Metode ini
membantu menentukan lingkup aturan dalam konteks peristiwa
tertentu. Dengan demikian, penafsiran hukum dapat dianggap
sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketentuan hukum
yang bersifat abstrak dalam undang-undang menjadi undang-
undang yang konkret dan spesifik. Untuk menerapkan ketentuan
undang-undang yang bersifat umum dan abstrak pada situasi yang
konkret dan spesifik, ketentuan undang-undang tersebut harus
diberikan makna, dijelaskan atau ditafsirkan, dan disesuaikan
dengan situasinya sebelum akhirnya diterapkan pada situasi
tersebut.

Para pakar hukum telah membagi adanya 6 (enam)
metode penafsiran yang berbeda. Keenam teori tersebut adalah
teori penafsiran letterlijk, teori penafsiran gramatikal atau
interpretasi bahasa, teori penafsiran histori, teori penafsiran
sosiologis, teori penafsiran komparatif dan teori penafsiran
Futuris. Sehingga dengan metode tersebut hakim dapat
memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk
dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil
keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.”

Adapun pengertian keenam penafsiran hukum tersebut
secara umum adalah:

a) Penafsiran Harfiah (letterlijk) yaitu Penafsiran yang berfokus
pada arti atau makna kata-kata yang ada dalam teks. Metode
ini menganggap bahwa bahasa hukum adalah jelas, pasti, dan
tidak ambigu.

b) Penafsiran gramatikal atau bahasa yaitu Penafsiran yang
menekankan pada makna teks/penjelasan dari segi bahasa
yang dinyatakan dalam kaidah hukum.

® Ahmad Rifai, “penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif” (jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

T Afif Khalid, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di
Indonesia” (Al adl: Volume VI. 2014), hlm. 11
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c) Penafsiran Historis yaitu Penafsiran historis merupakan
metode yang menginterpretasikan suatu undang-undang
dengan mempelajari latar belakang dan konteks sejarah saat
undang-undang tersebut diciptakan.

d) Penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu penafsiran yang
menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan
tujuan sosial atau tujuan masyarakat.

e) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan yaitu pendekatan
penafsiran yang mengandalkan pembandingan antara
berbagai ketentuan hukum. Hakim menggunakan metode ini
dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut
mengenai arti dari suatu pasal dalam undang-undang.

f) Penafsiran futuris yaitu penafsiran undang-undang yang
berorientasi pada antisipasi, dengan fokus pada ketentuan-
ketentuan yang belum efektif atau belum memiliki kekuatan
hukum yang tetap.

2) Kewenangan Mahkamah Kostitusi.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan
Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah. Keberadaan
Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya
mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang
kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait
dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah
Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas
peraturan  perundang-undangan dan memutus sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara.®

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan
menjadi tiga cabang. walaupun kelembagaan negara saat ini
mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak
sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan
itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat

8 Janedril M. Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, him. 2



dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif
diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan
demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah
Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang
dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup
wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku
kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar
pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang
berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi
dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga
negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK.
Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara
sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah
naungan konstitusi.®

F. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dijadikan sebagai referensi komparatif
dalam penyusunan skripsi ini untuk memastikan keaslian karya dan
menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
analisis terhadap studi-studi sebelumnya yang berisi penelitian yang
relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Dodi Haryono (2021) yang berjudul “Metode tafsir
putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional
Undang-Undang  Cipta Kerja” pada intinya menjelaskan.
putusan Nomor 91/PUU-XVI11/2020 layak sebagai Landmark

% Janedril M. Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, him. 11
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Decision di antara putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi.
Namun, pendekatan penafsiran hakim oleh Mahkamah Konstitusi
masih perlu pengembangan dan peningkatan kualitas supaya
memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kokoh
10

2. Penelitian Habib Shulton Asnawi (2016) yang berjudul
“Penafsiran Mahkamah Konstitusi Tehadap Undang-Undang
Migas” pada intinya Menganalisis putusan Nomor 36/PUU-
X/2012 yang menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menggunakan pendekatan
penafsiran arti kata atau istilah, menyatakan bahwa Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang
diatur dalam Undang-Undang tersebut, adalah inkonstitusional
dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus
dibubarkan.!

3. Penelitian Anna triningsih, dkk (2019) dengan judul “Putusan
Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam
pengujian Undang-Undang” pada intinya menganalisis putusan
Mahkamah Konstitusi Dalam periode 2003-2010, Mahkamah
Konstitusi telah mengeluarkan 16 putusan yang mencakup 10 isu
konstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah cenderung
menggunakan berbagai metode interpretasi, termasuk interpretasi
gramatikal, sosiologis atau teleologis dan perbandingan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial
dalam UUD berarti “penguasaan negara”. Ini berarti bahwa
negara harus memastikan bahwa penguasaannya atas cabang
produksi memenubhi tiga aspek penting bagi masyarakat:

10 Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja” (jurnal Konstitusi, vol. 18.
2021), hlm, 775

1 Habib Shulton Asnawi, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap
Undang-Undang Migas”, jurnal isi.indd, (2016), hIm. 276



distribusi yang rata, ketersediaan yang cukup, dan harga yang
terjangkau untuk masyarakat luas.?

4. Penelitian Wilma Silalahi (2023) yang berjudul “Pemberlakuan
Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Tahapan Pemilu
berlangsung” yang pada intinya menganalisis Putusan
Mahkamah Konstitusi yang diberlakukan selama tahapan pemilu
berlangsung tidak mengurangi kekuatan hukum tetap dari putusan
tersebut atau mengganggu proses pemilu yang sedang
berlangsung. Putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap dan
tidak berubah, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi
yang final dan mengikat, yang artinya tidak ada proses hukum
lain yang dapat menggugurkannya.*®

5. Penelitian Abdul Ghofar (2018) dengan judul “Problematika
Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Pengalaman di Negara Lain” yang pada intinya Analisis
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan
presidential threshold dan juga mengevaluasi apakah sistem
serupa diterapkan di negara lain. Putusan MK 51-52-59/PUU-
VI1/2008 menegaskan bahwa pengaturan ambang batas
merupakan kewenangan pembuat undang-undang, Yyang
kemudian diperkuat Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Di sisi
lain, di negara dengan sistem presidensial yaitu, Brazil, Meksiko,
Amerika, Kolombia, dan Kyrgyzstan, tidak ada konsep ambang
batas. Mereka menerapkan sistem pencalonan terbukayang tidak
memerlukan dukungan. Meski begitu, sistem pemerintahan
mereka tetap stabil.

12 Anna Triningsih, “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan
Sosial dalam Pengujian Undang-undang” jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm.
835

BWilma Silalahi, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Kontitusi pada saat
Tahapan Pemilu Berlaku” Jurnal Bawaslu Provinsi Riau Volume 5 (2023) hlm, 13



Tabel 1.1

Analisis persamaan dan perbedaan dengan studi terdahulu

No Judul Persamaan Perbedaan
1. Dodi Haryono Pada skripsi ini Perbedaan penelitian
(2021) yang memiliki oleh Dodi Haryono
berjudul persamaan lebih berfokus
“Metode tafsir yaitu terkait kepada pengkajian
putusan metode metode penafsiran
Mahkamah penafsiran hakim pada
Konstitusi hakim pengujian UU Cipta
dalam Kerja. Kalau dalam
Pengujian penelitian ini lebih
Konstitusional ke Metode
Undang- Penafsiran Hakim
Undang Cipta dan Akibat Hukum
kerja” dari Putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam
pengujian UU
Penelitian Pada skripsi Perbedaannya fokus
Habib Shulton | tersebut memiliki penelitian Habib
Asnawi (2016) sebuah Shulton Asnawi lebih
yang berjudul | persamaan yaitu pada menafsirkan
“Penafsiran sama-sama Putusan Pengujian
Mahkamah membahas Undang-Undang
Konstitusi tentang Nomor 22 Tahun 2001
Tehadap Penafsiran tentang Minyak dan
Undang- hukum oleh Gas Bumi,
Undang hakim Konstitusi | menggunakan metode
Migas” penafsiran
“taalkundige
interpretatie”. Kalau
dalam penelitian

penulis lebih dalam
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pengujian Undang-
Undang Pemilu dan
akibat hukumnya
dalam prespektif Figih
siyasah

Penelitian
Anna
Triningsih, dkk
(2019) yang
berjudul
“Putusan
Mahkamah
Konstitusi yang
Memuat
Keadilan Sosial
dalam
pengujian
Undang-
Undang”

Pada skripsi ini
memiliki
persamaan sama-
sama mengkaji
tentang metode
Penafsiran
hukum oleh
hakim Konstitusi

Perbedaan penelitian
oleh Anna Triningsih
membahas mengenai
analisis putusan
dalam periode 2003-
2010 yang
mencangkup 10 isu
Konstitusional. Kalau
dalam penelitian
penulis lebih satu
putusan yaitu tentang
pengujian Undang-
Undang pemilu dan
akibat hukum dari
putusan tersebut.

Wilma Silalahi
(2023) yang
berjudul
“Pemberlakuan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi Pada
Saat Tahapan
Pemilu
berlangsung”

Pada skripsi ini
memiliki
persamaan sama-
sama mengkaji
tentang Akibat
Hukum dari
Putusan
Mahkamah
Konstitusi

Perbedaan penelitian
oleh Kiki Ramadani
membahas tentang
akibat hukum dari
putusan mahkamah
konstitusi pada saat
tahapan pemilu
berlangsung Kalau
dalam penelitian
penulis lebih ke akibat
hukum dari putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-
XX1/2023.
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Penelitian Abdul | Pada skripsi ini Perbedaan penelitian

Ghofar (2018) memiliki Abdul ghofar
yang berjudul persamaan sama- | menganalisis terhadap
“Problematika sama mengkaji Putusan Mahkamah
Presidential putusan Konstitusi yang
Threshold: Mahkamah berkaitan dengan isu
Putusan Konstitusi presidential threshold
Mahkamah dan juga
Konstitusi dan mengevaluasi apakah
Pengalaman di sistem serupa
Negara Lain” diterapkan di negara

lain. Sedangkan
penelitian ini lebih

mendalam dalam
penafsiran hukum
putusan Mahkamah

Konstitusi dalam
batas minimal usia
capres dan cawapres

Penelitian-penelitian yang relevan tersebut sebagai alat
pembeda serta menemukan, mengukur, dan meningkatkan
pengetahuan bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah, sehingga
secara global perbedaan penelitian penulis dengan penelitian
terdahulu yaitu tujuan dari penelitian penulis untuk menganalisis
dasar hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang posisi
Mahkamah konstitusi dalam perkara putusan tersebut sebagai
positif legislator sedangkan dalam pertimbangan hukum
mahkamah konstitusi menyatakan kedudukannya sebagai negatif
legislator.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal
dengan fokus penelitian dan kajiannya lebih kepada analisis
bahan hukum primer dan sekunder serta penerapan kaidah-kaidan
hukum positif.1* Penelitian ini akan memfokuskan pada putusan
Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini  adalah  pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan studi putusan yang
dilakukan untuk terkait penelitian ini. Melalui pendekatan
perundang-undangan ini akan menganalisis terkait sebab akibat
hukum dari Penafsiran hukum setelah putusan mahkamah
konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023. Pendekatan ini akan
menghasilkan analisis berupa argumen hukum yang dapat
menyelesaikan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian
ini.®> Pendekatan konseptual digunakan sebagai alat untuk
menghasilkan gagasan baru yang didasari pada pandangan serta
doktrin yang sedang berkembang dalam bidang hukum.
Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan argumen
hukum dalam rangka menyelesaikan dan menjawab isu-isu
hukum yang menjadi dasar penelitian ini.*® Kemudian dalam
pendekatan studi putusan menggunakan putusan hakim untuk
sumber bahan hukum. Pada pembahasan putusan sebagai bahan
primer yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian
pertimbangan Hakim, sehingga dalam pendekatan studi putusan
adalah bagian pertimbangan hakim tersebut.’

14 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, “penelitian hukum Legal
Research”, Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9

15 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), hIm. 93-94.

16 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), 135-136.

17 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, “penelitian hukum Legal
Research”, Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 119
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3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum,
5) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023
b. Bahan hukum sekunder
Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian
ini, jurnal-jurnal tentang pemilihan umum serta publikasi
pemerintah terkait dengan pembahasan penelitian ini dan
artikel-artikel terkait serta pendapat-pendapat atau pandangan-
pandangan para ahli dan akademisi.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini dalam pengumpulan bahan bukum
menggunakan langkah dengan inventarisasi, sistematisasi dan
klasifikasi atau kategorisasi. Inventarisasi dengan
Mengumpulkan literasi yang relevan. Kemudian Sistematisasi
dengan setelah semua bahan dikumpulkan, bahan hukum harus
diatur secara runtut atau teratur. Sistem ini membantu dalam
mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai
bagian dari bahan hukum. Kemudian langkah klasifikasi atau
kategorisasi yaitu Penggolongan bahan hukum yang sesuai guna
menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.'8
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis Bahan Hukum merupakan proses di mana data
disortir atau dipilah menjadi bagian yang dapat dikelola, dengan
tujuan untuk menemukan informasi penting yang nantinya dapat
disampaikan kepada orang lain. Data-data yang dikumpulkan

18 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press, 2020) Halaman 67.
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H.

terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023,
Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan
pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.
Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis melakukan analisis
dengan kaca mata teori metode penafsiran hakim sehingga hasil
analisis ini penulis dapat menarik kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap
bab akan memiliki bagian-bagian sendiri untuk memastikan bahwa
naskah disusun dengan cara yang terstruktur. Struktur penulisan
yang akan diikuti adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, membahas latar belakang penelitian,
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metode peneltian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis
data dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan teori, berisi tentang pengembangan landasan
teori yang memaparkan teori atau konsep atau aturan yang terkait
dengan fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis
masalah dalam penelitian ini.

Bab Il berisi hasil penelitian yaitu menganalisis tentang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023.

Bab IV berisi tentang pembahasan Penelitian, yaitu akan
jawaban dari rumusan masalah yang diteliti tentang metode
penasfiran hukum dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi
nomor 90/PUU-XX1/2023.

Bab V berisi penutup dengan memuat kesimpulan, saran, serta
implikasi studi baik secara teoritis, paradikmatik maupun praktis.






BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023
yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon menggunakan
berbagai metode Penafsiran hukum, seperti penafsiran hukum
gramatikal, Penafsiran Sistematis, penafsiran Histori, Penafsiran
Komparatif, Penafsiran Futuris dan Sosiologis. Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan dalam
menjawab permasahan utama yang di mohonkan pemohon dengan
mengggunakan penafsiran hukum Futuris dan Sosiologis. Kedua
Penafsiran ini termasuk dalam pendekatan penafsiran non-
originalisme yang berorientasi pada antisipasi atau penyesuaian
peristiwva. Mahkamah Konstitusi menilai kelayakan untuk posisi
Presiden dan Wakil Presiden sudah memiliki tingkat kematangan
dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi yang lebih
tinggi, disamping syarat usia minimal 40 tahun. Syarat untuk
menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak berfokus pada usia saja,
namun juga diarahkan pada pengalaman sebagai pejabat terpilih.
sehingga berakibat partisipasi politik masyarakat kedepannya,
khususnya generasi muda, nantinya dapat memiliki pilihan bahkan
ikut berpartisipasi lebih luas dan lebih tepat dalam memilih
pemimpin nasional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut yang
menggunakan pendekatan penafsiran non-originalisme,
menandakan konstitusi bukan sebagai norma yang statis dan tidak
dapat diubah. Sebaliknya, konstitusi dianggap sebagai norma yang
dinamis dan dapat diinterpretasikan secara fleksibel untuk
memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan demikian, makna
konstitusi tidak terikat pada makna asli yang ditetapkan pada saat
konstitusi dibuat, melainkan dapat berubah seiring waktu untuk
memenuhi tujuan yang lebih luas dan lebih relevan. konstitusi dalam
pendekatan non-originalisme, dianggap sebagai instrumen yang
dapat disesuaikan dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai yang
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lebih mencerahkan. Oleh karena itu, makna konstitusi dapat berubah
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah
seiring waktu. Sehingga Putusan mahkamah konstitusi nomor
90/PUU-XXI1/2023 dengan penafsiran futuris dan sosiologis
berdampak pada partisipasi politik masyarakat kedepannya, yang
dulunya generasi muda belum bisa mencalon sebagai Presiden dan

Wakil Presiden sekarang dengan putusan tersebut generasi muda

walaupun masih berusia 21 tahun apabila memenuhi persyaratan lain

bisa mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil

Presiden.

. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023 maka:

1. Mahkamah  Konstitusi perlu menjaga integritas dan
kredibilitasnya sebagai lembaga penegak konstitusi, serta
melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UUD RI
Tahun 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Mahkamah Konstitusi perlu memperbaiki kualitas dan
transparansi dalam proses pengambilan putusan, dengan
mempertimbangkan fakta-fakta hukum, argumentasi hukum, dan
partisipasi  publik, serta mengacu pada putusan-putusan
sebelumnya yang telah membentuk yurisprudensi konstitusi.

3. Mahkamah Konstitusi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi
yang baik dengan lembaga-lembaga lain, khususnya Komisi
Yudisial, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan
Pengawas Pemilu, dalam rangka mengawasi dan menjamin
integritas dan profesionalisme hakim konstitusi, serta mencegah
dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran etik atau hukum
yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

4. Meningkatkan pendidikan publik mengenai peran dan fungsi
Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia untuk
membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.
Pendidikan ini merupakan aspek penting dalam memperkuat
demokrasi dan supremasi hukum. Dengan memahami peran serta
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fungsi Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat lebih aktif
berpartisipasi dalam proses hukum dan konstitusional. Hal ini
mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara, serta pemahaman tentang bagaimana keputusan
Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-
hari.
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